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JAKARTA – Target pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan 
Belanja Negara (RAPBN) 2023 berkisar 5,3-5,9% dinilai tak realistis. Sebab, tantangan 

ekonomi yang akan dihadapi Indonesia tahun depan jauh lebih kompleks.
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5 MACRO ECONOMICS

Direktur Center of Economic 
and Law Studies (Celios) 
Bhima Yudhistira menilai, 
ekonomi Indonesia akan 

bergerak dinamis, karena sangat 
bergantung pada kondisi eksternal. 
Itu ar tinya, yang dibutuhkan un-
tuk mencapai target pertumbuhan 
ekonomi 5,3-5,9% lebih dari sekadar 
pelonggaran mobilitas.

Dia memprediksi risiko inflasi yang 
berasal dari cost push masih terjadi ta hun 
depan, seiring volatilitas tajam har ga di 
pasar komoditas. Selama asumsi harga 
minyak mentah di atas US$ 80 per barel, 
inflasi energi yang berpengaruh ke sisi 
produsen akan meningkat.

“Inflasi juga disumbang dari kenai-
kan sisi permintaan (demand pull), 
sehingga harus dibarengi dengan ang-
garan perlindungan sosial yang lebih 
besar. Ini bukan hanya berkaitan de-
ngan tahun politik menjelang pemilu 
2024, tetapi bansos dibutuhkan agar 
pemulihan ekonomi di semua kelom-
pok pengeluaran masyarakat lebih 
me rata,” tegas  dia, akhir pekan lalu. 

Lebih lanjut dia menilai, motor per-
tumbuhan ekonomi tahun depan dari 
sisi pengeluaran adalah konsumsi 
ru mah tangga, ekspor, dan investasi. 
Dengan asumsi booming harga ko mo-
ditas masih berlanjut, sebagian sektor 
usaha yang berkaitan dengan perkebu-
nan dan pertambangan akan meningkat, 
sehingga mengangkat belanja domestik.

Kendati begitu, Bhima menilai, ma sih 

ada variabel yang perlu untuk diperhati-
kan pemerintah, yakni terkait regulasi. 
“Bukan tidak mungkin, demi sta bilitas 
harga, akan terjadi proteksio nisme 
dagang seperti pelarangan ek s por tam-
bang atau hasil pangan” ucap dia.

Kemudian, demikian Bhima, lon-
jakan harga energi dan pangan dipro-
yeksikan masih terjadi bukan saja 
ka rena minyak mentah tinggi, tetapi 
biaya produksi pangan naik, ditopang 
lonjakan harga pupuk global rata-rata 
70% dalam setahun terakhir.

“Kenaikan harga pupuk urea mau-
pun DAP memicu inflasi pangan di 
berbagai negara. Nampaknya situasi 
komoditas belum akan normal dalam 
1-2 tahun ke depan,” tegas dia.

Dia menambahkan, belanja pemerin tah 
diperkirakan disesuaikan demi menge-
jar target defisit APBN di bawah 3%. 
Namun, beberapa belanja yang po pulis, 
seperti bansos dan persiapan pemilu akan 
didorong. Terlepas hal tersebut, porsi 

JAKARTA – Menteri Koperasi dan UKM Teten 
Masduki mengatakan, komoditas kopi mengger-
akkan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) serta koperasi nasional, mulai dari hulu 
hingga hilir. Buktinya, sebesar 96% perkebunan 
kopi Indonesia dikuasai oleh 1,3 juta petani dan 
2.950 lebih kedai kopi dikelola anak muda dan 
pelaku ekonomi kreatif.

“Di tengah pandemi Covid-19,  setiap  negara 
tengah mencari keunggulan domestik. Ini penting 
agar Indonesia tidak terus-menerus mengekor ke 
negara-negara maju. Kopi dan rempah adalah ko-
moditas unggulan negara kita yang harus dikelola 
dengan baik, dikuasai inovasi teknologinya, 
punya nilai tambah, menyejahterakan petani, 
dan berkelanjutan," ucap Teten, Minggu (22/5).

Namun, dia menilai, ada tiga tantangan untuk 
pengembangan kopi rakyat, di antaranya lemahnya 
kelembagaan usaha yang umum nya masih 
perorangan, rendahnya produktivitas dan kualitas 
produk UMKM dan koperasi, serta kesulitan akses 
pembiayaan dan pasar. Dalam hal ini, Kemenkop 
UKM memberikan dukungan dari hulu dan hilir.

“Dari hulu, kami ingin melakukan penguat an 
kelembagaan usaha melalui korporatisasi petani 
kopi berbasis koperasi dan pengembangan model 
bisnis terintegrasi hulu-hilir dari mulai produksi, 
akses pembiayaan, rantai pasok, dan pemasaran-
nya," kata Teten.

Lebih lanjut dia menegaskan, Kemenkop 
UKM sudah melakukan beberapa piloting terkait 
korporatisasi petani ini. Salah satunya adalah 
Koperasi Produsen Baitul Qiradh Baburrayyan di 
Aceh Tengah yang diusahakan untuk menguasai 
pasar ekspor 345,6 ton kopi arabika gayo ke pasar 
Amerika Serikat dan Eropa. (ark)

JAKARTA – Langkah pemerintah mencabut kebijakan 
pelarangan ekspor sementara seluruh produk minyak 
kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya me-
nunjukkan inkonsistensi pemerintah. Sebab, pelarangan 
ekspor dicabut ketika harga minyak goreng (migor) masih 
tinggi. 

Peneliti Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan, 
harga migor curah sempat menyentuh Rp 19.800 per liter. Saat 
pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor CPO, harga 
migor turun menjadi Rp 17.200-17.600 per liter, tetapi belum 
mencapai target Rp 14.000 per liter.

Yusuf mengatakan, sisi produksi CPO dalam negeri juga 
terjadi anomali. Harga migor naik saat petani kelapa sawit 
mengeluh tidak bisa menjual produk dengan harga layak. 
Petani sawit terpaksa men jual produk dengan sangat murah, 
karena suplai sangat me limpah. Secara teoritis, ketika suplai 
meningkat, seharusnya harga migor turun.

“Ini yang kemudian anomali dan akhirnya tidak konsisten 
dari apa yang ditargetkan pemerintah untuk kebijakan ini,” 
kata Yusuf, Sabtu (21/5). 

Seperti diketahui, pemerintah akan membuka kembali 
keran ekspor CPO dan turunannya, Senin (23/5). Kebija-
kan tersebut di ikuti dengan upaya untuk tetap menjamin 
ketersediaan bahan baku migor. Kementerian Perdagangan 
(Kemendag) akan mengatur pemenuhan kebutuhan domes-
tik (domestic market obligation/DMO) dan harga berlaku 
domestik (domestic price obligation/ DPO) yang mengacu 
pada kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP).

Yusuf melanjutkan, idealnya, pemerintah melihat secara 
keseluruhan apakah kebijakan pelarangan ini sudah tepat. 
Lalu, perlu dicek, apakah kenaikan harga minyak goreng 
terjadi karena masalah distribusi atau masalah lain. Yusuf 
mengatakan permasalahan yang terjadi harus diselesaikan 
terlebih dahulu, baru pemerintah membuka kembali ekspor 
CPO dan produk turunanya.

“Kalau dilihat sekarang, pemerintah langsung membuka 
keran ekspor. Padahal, kita belum tahu pangkal permasalahan. 
Ada baiknya pemerintah membuka secara bertahap, untuk 
memastikan masalah di dalam negeri, apakan dari sisi suplai 
atau masalah lain,” ucapnya. (ark)

JAKARTA – Kementerian Pe-
rencanaan Pembangunan Nasional 
(PPN)/Badan Perencanaan Pemba-
ngunan Nasional (Bappenas) mem-
prediksi inflasi berpotensi meningkat 
pada bulan-bulan mendatang. Selama 
tahun ini, Bappenas memprediksi 
inflasi mencapai 3,8%, dibandingkan 
2021 sebesar 1,87%. 

Deputi Bidang Ekonomi Kementeri-
an PPN/Bappenas Amalia Adininggar 
Widyasanti mengatakan, peningkatan 
inflasi selain disumbangkan kenaikan 
harga komoditas global, pola musiman, 
hari besar keagamaan dan nasional 
(HBKN), Idul Adha, Natal, Tahun 
Baru, kenaikan tahun ajaran baru, 
serta persiapan pemilu. Namun, se-
lama pemerintah menjaga komponen 
harga diatur pemerintah (administered 
prices), seperti tarif bahan bakar 
mi nyak (BBM) dan listrik, inflasi 
diprediksi tetap stabil dalam rentang 
sasaran yang ditetapkan, berkisar 2-4% 
secara year on year (yoy).

“Mencermati perkembangan infla-
si kuartal I-2022 serta berbagai risiko 
yang dihadapi, outlook inflasi tahun 
2022 diperkirakan sebesar 3,8%,” 
ucap Amalia saat dihubungi Investor 
Daily, Sabtu (21/5).

Dia mengatakan perkiraan terse-
but sejalan dengan proyeksi beberapa 
lembaga internasional, seperti Inter-
national Monetary Fund (IMF) yang 
memperkirakan inflasi 2022 sebesar 

4% dan Asian Development Bank 
(ADB) sebesar 3,6% Di tengah anca-
man inflasi global, kondisi ekonomi 
domestik diyakini tetap berjalan baik.

“Kebijakan APBN tetap fleksibel 
untuk memberikan jaring pengaman 
sosial bagi masyarakat dan dunia usa-
ha yang paling terdampak,” ucap dia.

Pemerintah, kata dia, melakukan 
percepatan belanja untuk membe-
rikan subsidi kepada masyarakat 
miskin dan rentan miskin. Adapun 
kebijakan upah dilakukan untuk 
menjaga kesejahteraan pekerja. 

“Pada dasar nya, pemerintah 
me lakukan kebijakan yang efektif 
dan meningkatkan optimisme ma-
syarakat. Masyarakat berpendapatan 
menengah juga dijaga agar tidak 
terperosok dalam kemiskinan,” im-
buh Amalia.

Sementara itu, dia menilai, bauran 
kebijakan moneter, makroprudensial, 
dan sektor keuangan yang sinergis 
akan tetap menstimulasi aktivitas 
eko nomi domestik, meski tekanan 
in flasi cukup tinggi. Contohnya, 
pe  me  rintah dan Bank Indonesia 
se  ma  kin solid dalam wadah Tim Pe-
ngendalian Inflasi Pusat dan Daerah 
(TPIP/TPID) dalam menjaga 4K 
(keterjangkauan harga, ketersediaan 
pasokan, kelancaran distribusi, dan 
komunikasi efektif).

“Pemerintah akan mengendalikan 
komponen administered prices, yaitu 

BBM, tarif listrik, LPG serta menjaga 
kecukupan pasokan pangan, menjaga 
kelancaran distribusi, dan pengelo-
laan pasca panen,” ucap dia. 

Secara terpisah, Wakil Ketua 
Umum Kamar Dagang dan Industri 
(Kadin) Indonesia Shinta Widjadja 
Kamdani mengatakan, potensi ke-
naikan inflasi dalam jangka pendek 
masih sangat tinggi. Hal ini tidak 
terlepas pada kondisi perekonomian 
dalam maupun luar negeri.

Hal ini terjadi, kata dia, karena 
be berapa faktor. Pertama, ketidak-
pastian di pasar global akibat konflik 
Rusia-Ukraina yang terus mendis-
rupsi pasar global. Akibatnya, norma-
lisasi harga komoditas belum akan 
terjadi dalam waktu dekat. Hal ini 
akan meningkatkan beban impor 
pemerintah dan industri nasional.

“Beban tersebut harus ditanggung 
masyarakat dalam bentuk pengu-
rang an subsidi atau kenaikan harga 
jual di pasar.” ucap Shinta.

Kedua, demikian Shinta, kebijakan 
pemerintah yang sudah terjadwal, 
yaitu pajak karbon atau batasan al-
lowance defisit APBN secara tidak 
langsung berkontribusi mencip-
takan kenaikan harga jual barang 
dan jasa di pasar domestik. Ketiga 
yaitu pelemahan nilai tukar rupiah 
terhadap dolar AS, efek tapering off, 
dan potensi kenaikan suku bunga 
diperkirakan kuartal II-2022. (ark)

belanja pemerintah me mang tidak bisa di 
atas 10% produk domestik bruto (PDB). 

Meski demikian, Bhima berharap 
kegiatan ekonomi tahun depan akan 
mulai pulih. Namun dia belum bisa 
menyebutkan berapa cepat prosesya. 

“Apakah ekonomi bisa langsung 
seperti pra-pandemi? Saya kira belum 
tentu. Ada pemulihan yang sifatnya 
divergensi, seperti sektor infokom 
mungkin tumbuh lebih lambat 
diban ding saat pandemi, tetapi 
sektor pariwisata transportasi akan 
tumbuh lebih cepat,” kata dia.

Fondasi 2023
Sementara itu, ekonom Core 

Yusuf Rendy Manilet mengatakan, 
capai an pertumbuhan ekonomi 
tahun ini men jadi penting, sebagai 
fondasi un tuk mengejar target per-
tumbuhan ekonomi tahun depan. 
Dia menilai, kon sumsi masyarakat 
masih akan men jadi andalan untuk 
pertumbuhan ekonomi 2023.

Tahun ini, pemerintah membidik 
pertumbuhan ekonomi 4,5-5,2%. 
Realisasi pertumbuhan ekonomi 
kuartal I-2022 mencapai 5,01%. 

Faktor kedua, kata dia, pemerin-
tah harus terus menjalankan stra-
tegi menjaga daya beli. Dari sisi 
ke bijakan fiskal, meski anggar-
an pemulihan ekonomi nasional 
(PEN) sudah tidak disalurkan, pos 
belanja perlindungan sosial perlu 
dipastikan tersalurkan secara baik.

“Data penyaluran seharusnya 
su  dah jauh lebih baik, baik dari sisi 
jumlah nominal bantuan dan pe-

nerima bantuan. Inclusion dan exclusion 
error tahun ini perlu di pastikan sudah 
dibenahi untuk dapat digunakan secara 
optimal,” ucap dia.

Kendati begitu, diia menilai ada 
beberapa sektor yang masih berada 
dalam tahapan pemulihan, seperti 
pariwisata. Namun, dengan asumsi 
pemulihan ekonomi bisa dicapai tahun 
ini, pemulihan pariwisata seharusnya 
berada dalam tahapan terakhir. 

Komitmen Untuk UMKM
Perajin menyelesaikan pembuatan ikat cincin dari tembaga di salah satu 
pameran UMKM di Serpong, Tangerang, Banten, Minggu (22/5/2022). Pemer-
intah berkomitmen kuat memberikan perhatian besar untuk UMKM yang 
dikelola perempuan, tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk tumbuh 
dan menjadi lebih kuat. Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, 
UMKM terbukti bisa memberikan kontribusi hingga 40% dari pendapatan 
nasional di negara berkembang dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. 
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